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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Layanan E-channel pada Kendaraan Khusus Pajak
di kabupaten sampang dengan mengevaluasi pelayanan dan faktor pendukung serta faktor penghambat
dalam program E-channel. Penelitian ini menggunakan Metode Evaluasi dengan teknik pengumpulan
data berupa wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian adalah di kantor Bersama samsat sampang,
indomaret, Samsat sampang dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di sampang. Hasil penelitian
menunjukkan belum menunjukkan manfaat yang signifikan, sehingga terbukti masih kurang efektif
dalam hal administrasi. Faktor pendukung dalam E-channel ini antara lain, dari segi waktu lebih cepat
dari pembayaran pajak konvensional, cara pembayaran yang lebih mudah dengan sistem PPOB (payment
point of bank) serta bekerja dengan berbagai pilihan bank, dan Indomart. Faktor penghambat utama yang
ditemukan adalah E-channel belum sepenuhnya online, kurangnya sosialisasi E-channel kepada
masyarakat, dan kebiasaan menggunakan layanan terkait masih dilakukan oleh sebagian besar
masyarakat kabupaten sampang. Masalah internet dan koneksi juga menjadi kendala dalam penggunaan
E-channel. Sebagai rekomendasi untuk mencapai tujuan E-channel yang lebih baik, diharapkan Dinas
Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan kepolisian terkait E-channel menjadi full online system.
Pemerintah dan BPD Jawa Timur dapat mengintensitkan sosialisasi langsung kepada masyarakat seperti
Universitas dan setiap desa.

Kata Kunci: E-channel, Pajak kendaraan bermotor di kabupaten sampang

Abstract

This research was conducted to determine the evaluation of E-channel services for special tax vehicles
in Sampang district by evaluating services and supporting factors as well as inhibiting factors in the E-
channel program. This research uses the Evaluation Method with data collection techniques in the form
of interviews and documentation. The object of the research is at the Joint Samsat Sampang, Indomaret,
Samsat Sampang and Motor Vehicle Taxpayers offices in Sampang. The research results show that it has
not shown significant benefits, so it has proven to be less effective in terms of administration. Supporting
factors in this E-channel include, in terms of faster time than conventional tax payments, easier payment
methods with the PPOB (payment point of bank) system and working with various bank options, and
Indomart. The main inhibiting factors found were that E-channel was not fully online, there was a lack
of socialization of E-channel to the public, and the habit of using related services was still carried out by
the majority of Sampang district residents. Internet and connection problems are also obstacles in using
E-channel. As arecommendation to achieve better E-channel goals, it is hoped that the Regional Revenue
Service can collaborate with the police regarding E-channel becoming a full online system. The
government and BPD of East Java can intensify direct outreach to communities such as universities and
every village.

Keywords: E-channel, motor vehicle tax in Sampang district
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LATAR BELAKANG

Dalam sejarah pemerintahan daerah di
Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat
ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi
sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi
daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah dan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
telah menempatkan pajak dan retribusi daerah
sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan,
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947
pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi
pendapatan daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, yang berisi Ketentuan-ketentuan pokok
yang memberikan pedoman kebijakan dan
arahan bagi daerah dalam pelaksanaan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
sekaligus menetapkan pengaturan  untuk
menjamin penetapan prosedur umum perpajakan
daerah dan retribusi daerah

Dan pemerintah sekarang ini sedang giat
mewujudkan Indonesia yang maju dengan
melakukan berbagai macam pembangunan.
Biaya pembangunan untuk menjalankan setiap
program-program kerja pemerintah dibutuhkan
pemasukan yang diperoleh dari negara. Sumber-
sumber penerimaan negara berasal dari berbagai
sektor, salah satunya ialah sektor pajak.
Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa
mampu menggali potensi pendapatan dari dalam
negeri dikarenakan pajak adalah sumber utama
bagi penerimaan negara. Hasil dari pembayaran
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara dalam penyelenggaraan
pemerintah yang bertujuan guna meningkatkan
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kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan
peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).
Pajak memiliki sumbangsih besar dalam
pembangunan negara ini. Sekitar 70% lebih
sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) kita bersumber dari pajak, oleh
karena itu segala bentuk potensi pajak dan
penerimaan pajak harus dikerjakan secara
maksimal oleh lembaga pajak yang mumpuni.
Melihat dari peranan pajak sangat penting dalam
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
penerimaan negara, maka pemungutan pajak
harus dilaksanakan semaksimal mungkin.
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan
negara adalah suatu hal yang sangat wajar,
sumber penerimaan ini memiliki umur yang
tidak terbatas, terlebih lagi dengan semakiN
bertambahnya  jumlah  penduduk  yang
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak
memiliki peran yang sangat besar dan semakin
dapat diandalkan guna kepentingan
pembangunan dan pengeluaran pemerintah
(Hardiningsih, 2011).

Peranan penggunaan kendaraan bermotor
dirasa mampu meningkatkan penerimaan pajak
kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah,
karena  banyaknya jumlah  penggunaan
kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat
sekarang ini untuk mempermudah mobilitas
masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas.
Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah  daerah dalam  meningkatkan
pendapatan asli daerah untuk melakukan
pemungutan pajak kepada wajib pajak
kendaraan bermotor.

Menurut Menteri Keuangan dalam upaya
peningkatan penerimaan pajak, pemerintah akan
meningkatkan efektivitas penyuluhan dan
hubungan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib
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pajak. Contohnya dengan melaksanakan
reformasi pajak secara  konsisten dan
berkelanjutan, kemudian meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak dalam kemudahan
pelaporan, pembayaran, serta kemudahan akses
informasi. Kepatuhan wajib pajak adalah
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka
memberikan kontribusi bagi pembangunan yang
diharapakan dalam pemenuhannya diberikan
secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat
menjadi salah satu penunjang yang mampu
meningkatkan pendapatan asli daerah dengan
lebih optimal. Kesadaran terhadap tanggung
jawab ini menjadi yang fundamental dalam
pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib
pajak dapat diwujudkan.

Dan juga pembahasan pajak bukanlah
sesuatu hal yang baru, kerena pajak yang
dipungut pada masyarakat adalah kewajiban
yang ada pada setiap orang maupun badan yang
bersifat memaksa berdasar undang-undang
untuk memenuhi keperluan negara. Diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada
Undang-Undang Nomor 23 A Tahun 2014
tentang Pajak dan Pungutan; disampaikan bahwa
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan Negara diatur dengan undang-
undang. Dapat dilihat, dengan diterapkannya
Undang-Undang tersebut, dimaksudkan negara
tidak akan melakukan tidakan sewenang-
wenang saat memungut kekayaan rakyat,
meskipun untuk kepentingan rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
merupakan salah satu sumber penerima
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat
potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu
Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat
berkepentingan untuk memperhatikan
pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang
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meningkat dengan pesat di masing-masing
daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah
daerah melihat peluang yang besar untuk
menjadikan semua kendaraan bermotor yang
dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan
sebagai objek Pajak Pendaraan Bermotor (PKB),
hal tersebut berkaitan dengan pengembangan
dan perluasan dari fungsi budgetair yang
menuntut pemerintah daerah untuk terus
menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki
dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan
pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dipungut atas  kepemilikan dan  atau
kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus
menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni
orang pribadi atau badan selaku pemilik
kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65
tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah definisi kendaraan bermotor adalah
semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Termasuk dalam objek pajak, Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan
atau penguasaan kendaraan bermotor yang
digunakan di semua jenis pajak, antara lain, di.
Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, UU no 34
tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak
daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan
tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
a) Pajak  Kendaraan
Kendaraan di atas air

Bermotor dan
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b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air

c) Pajak Bahan  Bakar
Bermotor; Dan

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C, dan

g) Pajak Parkir.

Pengenaan pajak Provinsi ataupun
kabupaten/kota ini tidak bersifat mutlak, namun
disesuaikan dengan potensi yang ada pada
masing-masing daerah, karena tidak semua
daerah di Indonesia mempunyai potensi
penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak.
Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah kabupaten atau

Kendaraan

kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan
suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang
dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai
pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan
pembangunan, maka diperlukan peningkatan
pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki,
penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta
memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi
pemerintah daerah untuk menggali terus
potensial yang dimiliki oleh masing-masing
daerah.

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang menentukan orang-
orang tertentu harus menyerahkan sebagian
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penguasaan adalah sumber daya kepada
pemerintah. Ketentuan perundang-undangan
tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar
untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.
Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan
hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa
adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu
pajak.

Berbicara mengenai  pajak  maka
pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul
dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah
“Mengapa orang harus membayar pajak?”.
Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang
suka membayar pajak. Kalaupun mereka mau
membayar pajak, itu karena adanya unsur
paksaan untuk membayar dan menghindari
sanksi. Akan tetapi walaupun mereka mau
membayar, mereka
bagaimana caranya agar pajak yang mereka
bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang sering
mendorong mereka melakukan tindakan
avoidance (penghindaran pajak) yang sering kali
membuat mereka menjurus pada praktek evasion

senantiasa  berusaha

(penggelapan pajak), yang merupakan salah satu
bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan.
Dalam rangka memberikan  kualitas
pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah,
pemerintah  membuat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai
secara maksimal apabila aparatur pemerintah
tidak bekerja secara optimal, oleh karena itu,
kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya
meningkatkan  kualitas  pelayanan  harus
diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja
aparatur pemerintah dan melakukannya secara
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konsisten dengan memperhatikan  segala
kebutuhan dan harapan masyarakat.

LANDASAN TEORI
Pelayanan public

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
didefenisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang pada prinsipnya
menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh
nstansi pemerintah di pusat, didaerah, dan
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan Sinambela
Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah disetiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.

menurut

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian
pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan
perundangundangan. Sedangkan penyelenggara
pelayanan publik dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun
2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah
sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan
Kerja/ satuan  organisasi  Kementerian,
Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga
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Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah
termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara
palayanan publik. Sedangkan pengguna jasa
pelayanan publik adalah orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum yang
menerima layanan dari instansi pemerintah

Dari beberapa pengertian pelayanan publik
yang diuraikan tersebut, dalam konteks
pemerintah daerah, pelayanan publik dapat
disimpulkan sebagai pemberian layanan atau
melayani keperluan orang atau masyarakat
dan/atauorganisasi lain yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan
ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada
penerima pelayanan

Pengertian E-Government
Menurut Bank Dunia (Samodra
Wibawa 2009:113), E-Government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh instansi
pemerintah seperti wide area Networks (WAN)
internet, moble competing, yang dapat
digunakan untuk membangun hubungan dengan
masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah
lainnya.
Menurut The Worid Bank Group
(Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-
Government ialah sebagai upaya pemamfaatan
informasi dan teknologi komunikasi untuk
meningkatkan  efesiensi dan efektivitas,
transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik secara lebih baik.
Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra
Wibawa  2009:114), mendefinisikan  E-
Goverment adalah pelayanan publik yang
diselenggarakan melalui situs pemerintah
dimana domain yang digunakan juga
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menunjukkan domain pemerintah Indonesia
yakni (go.id).

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007)
dalam website, E-Goverment adalah
menggunakan  teknologi  informasi  dan
komunikasi untuk mempromosikan pemerintah
yang lebih effisien dan penekanan biaya yang
efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap
masyarakat umum dan membuat pemerintah
lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.
Sedangkan dalam buku E-Goverment In Action
(2005:5) menguraikan E- Goverment adalah
suatu usaha menciptakan suasana
penyelanggaraan pemerintah yang sesuai
dengan objektif bersama (Shared goals) dari
sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh
karena itu visi yang dicanangkan juga harus
mencerminkan  visi  bersama dari pada
stakholeder yang ada misalnya: a.Memperbaiki
produktifitas dan kinerja operasional pemerintah
dalam melayani masyarakatnya; b.
Mempromosikan pemerintah yang bersih dan
transparans; c.  Meningkatkan  kualitas
kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan
publik; d. Menjamin terciptanya penyelengaaan
negara yang demokratis; Karena visi tersebut
berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau
komunitas dimana E-Goverment tersebut
diimplementasikan, maka masanya akan sangat
bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat
setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas
bahwa E-Goverment adalah wupaya untuk
penyelanggaraan pamerintah yang berbasis
elektronik dalam rangka mengingkatkan kualitas
pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari
pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-
Goverment merupakan proses pemanfaatan
teknologi informasi sebagai alat untuk
membantu manjalankan sistem pemerintah
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secara efesien. Ada hal utama yang dapat kita
tarik dari pengertian E-Goverment diatas, yaitu:

Penggunaan teknoligi informasi
(internet) sebagai alat baru; b. Tujuan
pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat
berjalan secara efektif, efesien dan produktif
dalam penggunaan teknologi internet, seluruh
proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat
dipangkas.

Kualitas Pelayanan Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang
dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan
untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat
umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan
merasakan manfaat dari pajak secara langsung,
karena pajak digunakan untuk kepentingan
umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak
merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk  melakukan  pembangunan,  baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena
dilaksanakan  berdasarkan  undang-undang.
Berikut beberapa pengertian pajak:

Menurut Mardiasmo (2009:1), Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang No.28
tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa, Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutan oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undangundang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soclome Magistor lmu Qefminisfra



Evaluasi Layanan E- Chanel SAMSAT Dalam Pembayaran Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Sampang

Wildan Mahbuby

Fungsi Pajak

Menurut  siti kurnia  rahayu
(2010:25) beberapa fungsi pajak sebagai berikut
Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter). Pajak
merupakan sumber pemasukan keuangan negara
dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari
wajib pajak ke kas negara untuk membiayai
pembangunan nasional atau pengeluaran negara
lainnya.

Fungsi Pemerataan (Pajak
Distribusi) Pajak dapat digunakan untuk
menyesuaikan dan menyeimbangkan antara
pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan
kesejahteraan masyarakat. Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan
kondisi dan keadaan perekonomian, seperti
untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan
pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang
beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk
mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi,
pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah
uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi
dapat di Atasi.

Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau
mengatur kebijakan negara dalam lapangan
sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut
antara lain: a. Pajak dapat digunakan untuk
menghambat laju inflasi. b. Pajak dapat
digunakan sebagai alat untuk mendorong
kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. c.
Pajak dapat memberikan proteksi atau
perlindungan terhadap barang produksi dari
dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). d. Pajak dapat mengatur dan
menarik investasi modal yang membantu
perekonomian agar semakin produktif. Keempat
fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak
yang umum dijumpai di berbagai negara.

Socfono Miagislor Imu Qefminisfra

SMIA — Vol. 2 No. 2 Tahun 2024

Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam
penelitian ini adalah membuat pelayanan digital
dan memberikan pelayanan yang baik dan
mengevaluasi terkait pelayanan pajak kendaraan
bermotor di kb samsat sampang. Dan di terima
oleh Masyarakat atau WP (Wajib pajak) dengan
adanya pelayanan digital tersebut khususnya
pada pelayanan pajak di kabupaten sampang.
kerangka berfikir penelitian ini bertujuan untuk
memperjelas apa yang akan di ukur sebagaimana
berikutnya. Berdasarkan uraian di atas dengan
adanya pembayaran pajak e-chanel di kb samsat
sampang. Pajak kendaraan bermotor diartikan
sebagai pajak daerah yang dikenakan atas
kendaraan bermotor yang dimilikinya,dengan
adanya inovasi pembayaran pajak e-chanel bisa
membuat bagi WP (wajib pajak) merasa mudah
membayar pajak  dimanapun,  meskipun
pelayanan tersebut mempunya kendala kendala
yang perlu kami evaluasi terkait pelayanan e-
chanel yang ada di kabupaten sampang. Dengan
meng evaluasi layanan e samsat agar bisa
memberikan pelayanan yang baik dan bisa
berjalan sesuai aturan yang berlaku.

METODE
Penelitian ini  menggunakan metode
penelitian  kualitatif yang menggunakan
pendekatan deskriptif. Disampaikan menurut
Creswell, menyatakan “Qualitative research is a
means for exploring and understanding the
meaning individuals or groups ascribe to a social
or human problem. The process of research
involves emerging question and procedures;
collecting data in the participants’ setting;
analyzing the data inductively, building from
particulars to general themes; and making
interpretations of the meaning of data. The final
written report has a flexible writing structure”
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Penelitian kualitatif berarti proses menggali dan
memahami makna perilaku individu dan
kelompok, mendeskripsikan masalah sosial atau
kemanusiaan. Proses penelitian  meliputi
pembuatan pertanyaan dan prosedur penelitian
yang masih bersifat sementara, pengumpulan
data pada seting partisipan, analisis data secara
induktif, membangun data yang parsial ke dalam
tema-tema, kemudian memberikan interpretasi
makna dari data tersebut. Kegiatan terakhir
adalah membuat laporan dalam struktur yang
fleksibel. (Sugiyono, dalam buku Metode
Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D
(2016: 347-348).

Surachman dalam Penelitian Ilmiah dasar
metoda teknik (1990: 40) menyatakan metode
penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
keguanaan tertentu. Penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan atau penelitian kualitatif
deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek ilmiah. Dengan
menggunakan metode kualitatif, data yang
diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam,
kredibel, dan bermakna sehingga tujuan
penelitian dapat tercapai. Sedangkan Nana
Sujana dalam Proposal Penelitian Di Perguruan
Tinggi (1990: 185), penelitian kualitatif sering
pula disebut metode etnografik, metode
fenomenologis, atau metode impresionistik

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana
dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000)
mendeskripsikan metodelogi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa data-data dan perilaku yang
diamati. Menurut mereka, pendekatan ini
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistik. Metode penelitian deskriptif ini
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu
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atau gambaran tentang suatu gejala atau
hubungan antara dua gejala atau lebih.

Metode penelitian ini lebih  suka
menggunakan teknik analisis mendalam (in-
depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara
kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin
bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda
dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki. Tujuan dari penelitian deskriptif
adalah menghasilkan gambaran akurat tentang
sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme
sebuah proses atau hubungan, memberikan
gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal
atau numerikal, menyajikan informasi dasar
akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat
kategori dan  mengklasifikasikan  subjek
penelitian
Menurut  Nazir(1988), Metode deskriptif
merupakan suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu
kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena
yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono
(2005) menyatakan bahwa metode deskriptif
adalah suatu metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas. Menurut
Whitney(1960), Metode deskriptif adalah
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
1. Masalah yang dibawa penulis adalah

masalah tetap, yaitu judul dari penelitian
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deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan
proposal hingga akhir laporan tetap sama.

2. Masalah yang diajukan oleh penulis
menjadi berkembang serta lebih mendalam
sesudah peneliti melakukan penelitian
tersebut di lapangan, dalam hal hanya butuh
penyempurnaan saja.

3. Masalah yang diajukan oleh penulis
sesudah melakukan penelitian tersebut di
lapangan akan berubah total, akan terjadi
pergantian  objek  masalah  secara
menyeluruh dan akan berbeda dari
penelitian awal sebelum  memasuki
lapangan penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang
akan digunakan oleh penulis dalam pengambilan
data yang meliputi pengamatan, pengambilan
data dan melakukan wawancara kepada
narasumber  sebagai  komponen  dalam
kelengkapan data penelitian. Lokasi yang akan
digunakan dalam penelitian kali ini bertempat di
kantor kb samsat sampang, indomaret, bank
jatim dan tempat yang lain sesuai kebutuhan data
saya.

Informan penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang
diminta untuk memberikan keterangan tentang
suatu fakta atau pendapat.Sebagaimana
dijelaskan oleh Arikunto (2006) subyek
penelitian itu merupakan adalah subyek data
dituju untuk diteliti oleh peneliti. Berdasarkan
penjelasan diatas, maka penentuan subyek
penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan secara
jelas dan mendalam..

Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007)
bila dilihat dari segi cara atau teknik
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan
data dapat dilakukan dengan observasi,
wawancara, angket dan dokumentasi

Teknik Analisa data

Analisis data dalam  penelitian ini
menggunakan metode teknik analisis data dalam
situs yang dikembangkan oleh Miles
Huberman.Data  yang sudah  terkumpul
kemudian dibuat dalam matriks. Dalam matriks
akan disajikan penggalan data deskriptif sekitar
peristiwa atau pengalaman tertentu yang
menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah
data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di
buat daftar cek (Miles Huberman, 2007).

Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,
selama memasuki lapangan, dan setelah selesai
dari lapangan.Nasution dalam Sugiyono (2008),
menyatakan bahwa analisis data telah dimulai
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung
terus sampai penulisan hasil penelitian.

Miles and Huberman dalam Sugiyono
(2008) telah mengemukakan aktivitas dalam
analisis data kualitatif harus dilakukan secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh.Analisis data dalam penelitian ini
dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam
periode tertentu.Pada saat wawancara, peneliti
sudah melakukan analisa terhadap jawaban yang
diwawancarai.  Apabila  jawaban  yang
disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau
informan setelah dianalisis dirasa kurang
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan
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pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga
diperoleh data atau informasi yang lebih valid.

Untuk menyajikan data agar mudah
dipahami oleh peneliti atau pembaca, maka
langkah-langkah anlisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive
Model dari Miles dan Huberman, yang membagi
langkah-langkah dalam kegiatan analisis data
dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data
(data collection), reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi (conclutions)

Miles & Huberman membatasi suatu
penyajian  sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan  kesimpulan dan  pengambilan
tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-
penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara
yang utama bagi analisis kualitatif yang valid,
yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik,
jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna
menggabungkan informasi yang tersusun dalam
suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
Dengan demikian seorang penganalisis dapat
melihat apa yang sedang terjadi, dan
menentukan apakah menarik kesimpulan yang
benar ataukah terus melangkah melakukan
analisis yang menurut saran yang dikisahkan
oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin
berguna. Prosedur analisis data yang digunakan
adalah analisis data kualitatif, yaitu

Analisa data yang dilakukan pada teknik
pengolahan data seperti pengecekan data dan
tabulasi. Prosedur yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunkan metode Grounded
Theory yaitu pengendalian yang mendalam
dengan menganalisis data secara sistematis dan
intensif dengan tujuan menemukan teori,
hipotesis, dan proposisi secara langsung dari
data. Hal semacam ini juga dilakukan dengan
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membaca uraian data, informasi grafik atau
diagram, kemudian diuraikan. Proses analisa
data yaitu dimulai dari pengumpulan data-data
yang diperoleh, kemudian refusing data atau
pemilihan dan pemilahan data yang akurat,
kemudian diuraikan berdasarkan permasalahan
yang terjadi sambil terus mencari penemuan-
penemuan guna mempertegas data penelitian. 40
Pendekatan grounded teori (Grounded Theory
Approach 1967) adalah metode penelitian
kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur
sistematis guna mengembangkan teori dari
kancah. Pendekatan ini pertama kali disusun
oleh dua orang sosiolog; Barney Glaser dan
Anselm Strauss. Untuk maksud ini keduanya
telah menulis 4 (empat) buah buku, yaitu; “The
Discovery of Grounded Theory” (1967),
Theoritical ~Sensitivity (1978), Qualitative
Analysis for Social Scientists (1987), dan Basics
of Qualitative Research: Grounded Theory
Procedures and Techniques (1990)”. Menurut
kedua ilmuwan ini, pendekatan Grounded
Theory merupakan metode ilmiah, karena
prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat
sehingga memenuhi keriteria metode ilmiah.
Keriteria dimaksud adalah adanya signifikansi,
kesesuaian antara teori dan observasi, dapat
digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya
ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Visi Misi Dan Moto
Visi
Terwujudnya Pelayanan Prima Sebagai
Pengabdian Kami Kepada Masyarakat

Misi
a) Meningkatkan
Masyarakat.

Pelayanan Kepada
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b) Meningkatkan Keselamatan Dan Legalitas
Kepemilikan Kendaraan Bermotor

c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(Pad)
Dan Penerimaan Negara

Motto
“Kepuasan Wajib Pajak Tujuan Utama Kami”

Maka dari itu peneliti akan meng
evaluasi kebijakan dalam penelitian dilihat dari
beberapa aspek yaitu berdasarkan dua kriteria
evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yang
meliputi  Efektifitas, efisien, kecukupan,
kesamaan dan Responsivitas dan ketepatan.

a) Indikator yang pertama adalah Efektivitas,
Berdasarkan teori efektivitas oleh Dunn
yaitu apabila pencapaian tujuan semakin
besar, maka semakin besar juga penapaian
efektivitasnya. Dalam hal ini jika dilihat dari
hasil wawancara bapak Chusnul
Hadi,SE.,MM dan Masyarakat Wajib Pajak
dapat dijelaskan bahwa Efektivitas dalam E-
Samsat dapat dikatakan Belum Cukup
Efektif, dikarenakan sistem E-Samsat tidak
sepenuhnya dilakukan secara online, namun
dari metode pembayaran E-Samsat sudah
termasuk inovasi yang cukup memudahkan
masyarakat dalam mengurus PKB agar dapat
meminimalisir keterlambatan bayar pajak,
karena dapat dilakukan kapan saja dan
dimana saja menggunakan sistem PPOB
(Payment Point Of Bank), Metode
pembayaranya juga bisa dilakukan dengan
ATM, M-Banking hingga gerai Indomart.
Pendapat tersebut juga dikatakan oleh
beberapa informan WP yang peneliti temui

b) Indikator yang kedua tentang efisien. Dalam
hal ini penulis akan menganalisis sejauh
mana tingkat efisiensi E-chanel berdasarkan
hasil wawancara penelitian. Setelah melihat
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hasil wawancara diatas menunjukan bahwa
E-Samsat masih belum cukup efisien karena
wajib pajak kadang belum menerima sms
terkait notice pajak. Namun untuk proses
administrasi E-Samsat cukup efisien karena
tidak  menggunakan  kertas  seperti
pengurusan dengan sistem konvensional
yang harus menyertakan fotokopi dari
berbagai berkas untuk pengurusan PKB.
Indikator yang ke tiga yaitu kecukupan
dalam kebijakan publik merupakan tujuan
yang telah dicapai telah dirasakan sudah
tercukupi dalam berbagai hal. sama halnya
dengan E-Samsat, apakah masyarakat sudah
dapat merasakan cukup dengan pelaksanaan
E-Samsat tersebut. Dilihat dari hasil
wawancara dengan berbagai pihak bahwa E-
Samsat masih belum cukup efektif, dari segi
prosedur online-nya, dinilai belum cukup
efektif. Peningkatan dalam prosedur online
seharusnya lebih praktis lagi, sesuai dengan
manfaat dan tujuannya e-samsat dalam
mempermudah masyarakat dalam
pembayaran PKB. Metode pembayaran
belum maksimal karena kerja sama Bank
masih terbatas.
Indicator yang ke empat yaitu Kesamaan
atau perataan dalam kebijakan publik
mempunyai arti keadilan yang diberikan dan
diperoleh dari sasaran kebijakan publik
tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan berbagai pihak WP, yaitu
kesamaan dalam E-chanel antara lain dapat
dilihat dari bagaimana bentuk strategi instasi
untuk mencapai sasaran. Strategi dari
Samsat sendiri masih dirasakan belum cukup
optimal. Karena sosialisasi belum dilakukan
seara menyeluruh kepada masyarakat Kota
sampang, sehingga banyak yang masih tidak
paham dengan layanan tersebut. Sosialisasi
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hanya dilakukan melalui media sosial saja
dan sehingga belum dirasakan manfaatnya
terhadap sebagian Masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah
Responsivitas,sesuai dengan penjelasan para
informan Wajib pajak bahwa, kurangnya
sosialisasi secara langsung juga merupakan
hal penting yang masih belum dirasakan oleh
beberapa masyarakat sampang, sehingga
menghasilkan respon yang kurang baik
terhadap pelayanan E-chanel Tersebut.
Dalam hal ini beberapa masyarakat masih
banyak yang memilih untuk melakukan
pembayaran melalui offline atau datang
langsung ke kantor Samsat Sampang atau
samling, ketidaktahuan akan adanya
program tersebut juga masih ditemui pada
beberapa  masyarakat di  sampang.
Masyarakat sampan mengharapkan e-chanel
dapat lebih ditindak lanjuti dari segi
prosedurnya agar lebih mudah lagi guna
mewujudkan inovasi yang Efektif dan
Efisien bagi publik.

Indikator yang terakhir yaitu Ketepatan
dalam suatu kebijakan publik yaitu merujuk
pada nilai suatu tujuan program hingga
seberapa kuatnya asumsi yang melandasi
tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini
berdasarkan hasil wawancara dengan
berbagai pihak WP dan Penyelenggara
program maka E-Samsat dapat dikatakan
cukup baik, jika dilihat dari segi waktu
cukup berpengaruh terhadap WP agar bisa
meminimalisir denda akibat terlambat bayar
pajak motor, E-chanel cukup efektif sebagai
pilihan untuk para wajib pajak yang
bertempat tingga jauh dari kota. Dengan
pelayanan E-chanel 24 jam, sangat
mempermudah masyarakat untuk membayar
pajak kapan pun dan di manapun.

Upaya penulis dalam melakukan e-chanel
akan melakukan Edukasi yang Intensif: Penting
untuk mengadakan kampanye edukasi yang
intensif kepada masyarakat mengenai program
E-chanel. Dan informasikan manfaat dan
kemudahan penggunaan program ini, serta
berikan panduan langkah demi langkah tentang
cara menggunakan platform secara efektif.
Melibatkan  pemerintah  daerah, lembaga
pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam
menyebarkan informasi dapat membantu
meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat.

Dan juga Peningkatan Literasi Digital dan
di tingkatkan literasi digital di kalangan
masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan
atau workshop. Fokus pada peningkatan
pemahaman teknologi digital, keamanan
transaksi online, dan manfaat penggunaan
program  E-chanel. Dengan memperkuat
pengetahuan dan kepercayaan masyarakat
terhadap teknologi, mereka akan lebih
cenderung mengadopsi program ini.

Akan Kolaborasi dengan Pihak Swasta
Dalam Bentuk kemitraan dengan perusahaan
teknologi atau lembaga keuangan untuk
memperluas jangkauan program E-Chanel.
Dengan melibatkan pihak swasta, program ini
dapat menjangkau lebih banyak pengguna
potensial dan mendapatkan dukungan dalam hal
teknologi, keamanan, dan pemasaran. Pihak
swasta juga dapat membantu mengembangkan
fitur-fitur baru yang lebih menarik bagi
pengguna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis
jelaskan di atas, ada beberapa poin yang menjadi
kesimpulan dalam penelitian terkait Evaluasi
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Echannel samsat terhadap Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor di Kantor bersama samsat
sampang:

Efektivitas yang berkaitan dengan
prosedur dan layanannya. E-chanel sudah dapat
mempermudah masyarakat yang jauh dari kota
sampang agar dapat meminimalisir
keterlambatan karena dapat dilakukan kapan
saja dan dimana saja, namun ada indikator yang
tidak sesuai dengan harapan para wajib pajak,
karena sistem E-channel tidak sepenuhnya full
online. seharusnya  pemerintah  dapat
memberikan solusi terhadap pelayanan online
dengan menyediakan E-chanel online dengan
benar-benar full online.

Efisiensi yang menyatakan bahwa
efesiensi berkenan dengan jumlah usaha yang
diperluhkan untuk mencapai tingkat efektifitas.
Dimana indikator efesiensi dikatakan baik jika
usaha yang dilakukan mampu mencapai tujuan
yang diharapkan.

Responsivitas dalam kebijakan publik
dapat diartikan sebagai respon atau tanggapan
dari suatu kegiatan . dalam hal ini dapat dilihat
dari bagaimana tanggapan masyarakat wajib
pajak terhadap pelaksanaan E-chanel . Seberapa
jauh kebijakan E-Samsat kb sampan dapat
memuaskan kebutuhan masyarakat. Usaha untuk
memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat
salah satunya yaitu dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor . tindakan cepat dalam
melayani  masyarakat sangat dibutuhkan
meskipun proses mekanisme yang perlu dilewati
berdasarkan Samsat sampang. Pelaksanaan
kebijakan E-chanel dapat dilihat dari respon
pegawai terhadap masyarakat dalam
menanggapi permasalahan dan kepentingan
masyarakat dalam memenuhi berkas. untuk
mendukung  kualitas pelayanan, E-chanel
merupakan  inovasi  pemerintah  dalam
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memudahkan masyarakat tanpa harus melalui
proses pembayaran yang cukup lama di Kantor
Samsat, dari proses pemberkasan, antrian hingga
pembayaran, itu semua cukup memakan waktu,
masih kurangnya sosialisasi secara langsung dan
menyeluruh  kepada masyarakat, sehingga
kurangnya pengetahuan dalam menggunakan
program tersebut . untuk proses legalitasnya
sendiri masih harus mendatangi kantor, sehingga
membuat masyarakat menilai program tersebut
masih belum cukup efektif karena belum semua
sistemnya bersifat online.

Faktor pendukung E-chanel yaitu, dari
segi waktu dan metode pembayaran sudah cukup
baik, program ini sangat efektif untuk para wajib
pajak yang sibuk dan bertempat tinggal yang
jauh dari kota. Pembayaran E-chanel bisa
dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga
meminimalisir untuk adanya keterlambatan para
Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor. metode pembayaran juga bisa
dilakukan dari berbagai Bank,M-Banking, ATM
hingga Indomaret.

Dan Faktor Penghambat antara
lain,belum adanya Sosialisasi secara langsung
dan menyeluruh dari pihak Instansi sehingga
masih  banyak masyarakat yang belum
memahami program tersebut., kendala yang lain
adalah program tersebut harus mempunyai akses
Internet namun tidak semua masyarakat
menggunakannya. Untuk gangguan website
yang sering terjadi juga menjadi penghambat
dalam penggunaan E-chanel. Faktor selanjutnya
ialah dari segi prosedur Pembayaran E-chanel kb
samsat sampang, masih terbilang cukup rumit
dan belum efisien dikarenakan wajib pajak
masih harus mendatangi kantor induk untuk
pengesahan.

Dan Upaya dalam mengatasi hambatan
Kesempatan untuk melakukan edukasi: E-chanel
367



Evaluasi Layanan E- Chanel SAMSAT Dalam Pembayaran Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Sampang

Wildan Mahbuby

SMIA — Vol. 2 No. 2 Tahun 2024

dapat menjadi media untuk menyampaikan
informasi tentang pentingnya membayar pajak
kendaraan bermotor secara tepat waktu dan
benar. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat
dapat memahami pentingnya membayar pajak
kendaraan bermotor dan dampak positif yang
dapat diperoleh dengan melakukan kewajiban
tersebut. Dengan  penerapan  E-Samsat,
pemerintah dapat membangun kepercayaan dan
kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan
mempermudah proses pembayaran pajak,
memberikan transparansi dan akuntabilitas,
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan
administrasi, dan memberikan kesempatan
untuk melakukan edukasi kepada Masyarakat.

Rekomendasi

Kantor Samsat sebaiknya melakukan
sosialisasi kepada masyarakat baik melalui
media cetak maupun media elektronik agar
masyarakat lebih memahami pelayanan e-chanel
dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

Kantor Bersama  Samsat  sampan
diharapkan melakukan penyederhanaan
prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan melakukan pengkajian ulang
terhadap prosedur yang telah diberlakukan
sekarang. Tidak sedikit wajib pajak yang
memiliki keterbatasan seringkali kecewa dengan
prosedur yang telah ditetapkan yang masih
dirasa terlalu rumit.

Kantor ~ Bersama  samsat  sampan
diharapkan menjalin kerjasama yang baik
dengan satuan perangkat Kecamatan dan
Kelurahan yang berada dalam naungan di daerah
samsat untuk diadakan diadakan sosialisasi
secara baik, luas, terarah dan berkelanjutan
kepada masyarakat luas guna menambah
wawasan serta informasi mengenai pajak
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kendaraan bermotor agar terjadi keselarasan
antara pihak pelayan jasa dan wajib pajak.
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